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PENUTUP

- 5.1. Kesimpulan
Setelah dilakukan analisa dan pembahasan terhadap penghitungan dan
pencatatan pajak daerah, maka dapat diambil kesimpulan bahwa ada beberapa hal
yang tidak sesuat dengan peraturan pajak yang berlaku, antara lain:

1. Kesalahan dalam penggolongan pajak hotel dan pajak hiburan, dimana
scharusnya tidak ada pajak pendapatan lain-lain yang berdin sendiri.

2. Kesalahan dalam penerapan tarif pajak dan dasar penghitungan pada proses
penghitungan pajak hiburan yang menyebabkan jumlah pajak vang
dilaporkan serta dibayarkan juga tidak sesuai dengan keadaan yang terjadi
sebenamya.

3. Dalam penghitungan pajak hiburan insidentil terdapat kesalahan dalam
jumlah pembayaran deposit dan pengenaan tarifnya.

Pencatatan akuntansi Hotel Novotel Semarang untuk pajak restoran, pajak rekiame,
dan pajak penerangan jalan sudah tepat sesuai dengan standar akuntansi dan
peraturan perpajakan yang berlaka. Namun untuk pajak hotel dan pajak hiburan tidak
sesuai dengan peraturan perpajakan. Hal itu menyebabkan pencatatan akuntansi
pajak daerah salah karena jumlsh yang harus dicatat secara akuntansi mengalami

kesalahan.
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5.2. Saran
Di bawah im adalah saran-saran yang bisa diberikan oleh penulis:
1. Saran yang bisa diberikan bagi pengusaha hotel adalah:

* Memahami peratusan pajak vang berlaku untuk menghindan kesalahan baik
dalam penghitungan pajak maupun penggolongannya.

» Menyimpan semua dokumennya dengan baik karena beberapa dokumen
seperti Surat Setoran Pajak Daerah hilang. Hal ini dapat dipermasalahkan
apabila dilakukan pemerniksaan ulang karena dalam peraturan pajak daerah
yang berlaku, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya
pajak, Walikota dapat menerbitkan: SKPDKB, SKPDN, maupun SKPDKRT.

e Memisahkan pendapatan antara pemijatan dan pusat kebugaran di Odiseus
Fitness & Massage Centre sehingga pengenaan tarif pajak hiburan lebih jelas,

misalnya dengan pemisahan faktur.

2. Sedangkan saran bagi pemenntah daerah:
e Sebaiknya petugas pemerintah daerah lebih memahami peraturan perpajakan
yang berlaku untuk menghindari kesalahan dalam penggolongan, pengenaan

tarif pajak, atau kesalahan lainnya.
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Universitas Atma Jaya Yogjakrta
Up. Bapak Heni Kurniawan
Dengan hormat,

Dengan ini kami, menerangkan bahwa mahasiswi atas nama:

Silvani Dian Puspita
03 04 14270 / Jutusan Ekonomi Akuntansi
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